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Oleh SUWANDI 

P ROSES legislasi ran
cangan undang-undang 

. tentang liSaha mikro 
kecil dan menengah (R T JU 
UMKM) kini sedang b~rlang
sung di DPR RI. Dijadv'1alkan 
pembahasan RUU UMKM 
yang drafnya diajukan peme
rintah tersebut selesai dan da
pat diundangkan paling lambat 
akhirtahun 2007. 

Apa sebenarnya daya tarik 
RUU UMKM ini sehingga dari 
nota keterangan pemerintah 
yang disampaikan Menteri Ne
gara Koperasi dan UKM, serta 
pandangan umum seluruh 
fraksi Komisi VI DPR RI meni
lai begitu pentingnya menye
gerakan penyelesaian RUU ini 
menjadi undang-undang. 

Menurut hemat kami, ada 3 
(tiga) hal yang patut dikete
ngahkan sebagai pola pikir dan 
argumentasi untuk menjawab 
pertanyaan seberapa penting 
dan strategisnya RUU UMKM, 
yaitu pertama, argumentasi 
struktural filosofis. Kedua faktor 
yuridis dan ketiga faktor sub
stansi-materi pengaturan lintas 
pelaku pemberdayaan UMKM. 

Pertimbangan struktural 
filosofis meruj\lk kepada kenya
taan keberadaan dan peranan 

UMKM dalam perekonomian 
nasional. Keberadaan UMKM 
adalah mayoiitas dalam struk
tur pelaku usaha di tanah air, 
menurut BPS data lTKM pada 
tahun 2006 sebanyak 48,9 juta 
unit. Dari jumlah itu 99,99% 
adalah kelompok usaha kecil 
dan menengah (UKM), yang 
dalam kelompok usaha kecil 
(UK) itu Jebih dali go% adalah 
usaha mikro (UMi). 

Penman UMKM sangat nya
ta kontribusinya dalam penye
rapan tenaga keija, pemben
tukan produk domestik bruto 
(PDB) dan ekspor nonmigas. 
Data BPS dan Kementerian 

Koperasi dan UKM memperli
hatkan bahwa UKM Indonesia 
mampu menyerap 85,46 juta 
tenaga keija atau 96,19% dari 
total penyerapan tenaga keija 
nasional. Sementara itu, dalam 
pembentukan PDB UKM me
nyumbang 53,28%. Ini berarti 
kelompok u.saha besar (UB) yang 
jumlahnya hanya 0,01% me
nyumbang 46;r.~% t:eriladap PDB. 

.Akan tetapi, kiprah UMKM 
dalam perekonomian diakui 
belumlah optimal, terbukti dari 
masih banyaknya .kendala yang 
dihadapi, seperti kemampuan 
akses yang rendah terhadap 
sumber daya kemajuan ekono
mi ialah pasar, modal usaha, 
teknologi, kemitraan usaha, 
manajemen, keterampilan ke
wirausahaan, dan SDM ber
kualitas. Pada sisi lain, kP~i
jakan iklim usaha yang diim
plementasikan pemerintah Jan 
pemerintah daerah belu r1 
memberi rasa keadilan dan ke · 
berpihakan kepada UMKM. 

Meskiptm demikian, l.JMKJ\1 
telah membuktikan ketang
guhannya dengan mampu bcr
tahan dan tidak me111bcbani 
keuangan serta flskal pemcrintah 
pada saat krisis ekonom.i ber
kepanjangan yang dimulai pada 
media tahun 1990-an. Bahkan 
saat ini, UMKM menjadi tulang 
punggung dalam upaya mewu-

judkan penciptaan lapangan kt :r
ja, pemerataan pend.apatan, pt'I
tuml .uhan ekonomi, dan penu
runan tingkat kemiskinan serca 
pengangguran . 

Pertimbangan kedt:a faktor 
yuridis didasarkan pada kenya
taan bahwa apa yang dilakukrur 
sebagai pemberdayaan UM.K.\1 
saat ini belum memiliki dasar 
legal formal berupa undang-un
dang. Usaha mikro (UMi) de
ngan jumlah unit lebih go% 
dari jumlah usaha kecil belum 
memiliki payung hukum beru
pa undang-undang. 

Usaha kecil (UK) memang 
sudah memiliki payung hukum 
berupa Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil, tetapi banyak c;ub
stansi aturannya yang kurang 
relevan lagi pada saat ini. Se
perti pengaturan ten tang krite
ria usaha kecil, ikJim usaha, 
pemb1ayaan, kemitraan us<~ha, 
da11 koordinasi pemberdayaan 
Oleh karena itu, undang-un
dang usaha kecil memerlukan 
revisi menyeluruh agar dapat 
memberikan kepastian hnkum 
yang relevan dengan perk~m 
bangaro lingkungan pereko. •n
mian yang semakin dinazms 
dan giobal. 

Usa '.1a menengah pun dem \
k:ian, upaya pemberda~·aan yang 
dilaksanakan saat ini hanya 

bersandar kepada instruksi 
presiden (inpres) Nomor 10 
Tahun 1999. Untuk itu diper
lukan pengaturan terhadap us
aha menengah dalam bentuk 
undang-undang sebagai lan
dasan pemberdayaan usaha 
rnenengah. 

Faktor ketiga yaitu faktor 
substansi berupa materi pe
ngatur...n dari RUU UMKM da
pat dipahami telal1 memuat 
hal-hal pokok yang lengkap 
yaitu : asas, tujuan, dan prinsip 
pemberdayaan (yang tidak 
dimuat dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995), kriteria 
(atas dasar kekayaan bersih dan 
basil penjualan), penumhuhan 
iklim usaha, pengembangan 
usaha, pembiayaan dan pen
jamina..Tl, kemitraan, koordinasi 
dan pen&endalian pember
dayaan, ketentuan pidana dan 
ketentuan penut,:p. Secara ke
seluruhan RUU Lilv1.KM me
muat pengaturan hal-hal !:>lrate
gis, pendekatan pemberdayaan 
clan pelibatan lintas pclaku, 
y<1itu pemerintah, dunia usaha, 
dan llliisyarakat. 

Pend•:katan pemb•: rdayaan 
,!an 1wlibatan lintas pelaku 
(stakelwicl::r) da1am pember
dayaan UMKM lller:jadi ciri 
khas dari RUU UMKM ini, 
yang pada Unclang-Undang 
Nomor 9 Tahun 199'5 tentang 

Usah Kecil tidak memperoleh 
porsi pengaturan 

Itulah tiga faktor yang ute .. 
nurut hemat kami dapat meru
pakan argumenlasi rasional 
faktual, mengapa RUU UMKM 
menjadi kebutuhan sehingga 
perlu segera diselesaikan . Bisa 
diprediksi bahwa RUU UMKM 
ini akan mengundang penle
batan hebat di DPR RI sebab 
ban yak pihak yaug berke · 
pentingan di sana. Ban yak pu
la hal sensitif yang sejak kaj ia11 
akademis sampai penyusuna11 
draf RUU selah! dipenlebdt
kan, seperti soal kritetia, pem· 
biayaan dan peujaminan, ke 
mitraan, koordinasi, dan lain
lainnya, harus dapat ditull 
taskan. 

Fomm legislasi di Dl'R 1<.1 
terhadap RUU U1VlKM iliharap
kan menjadi jembatan pctt) <~ 
maan konsep dan pengcndalt<ul 
egosektoral. Sebab pada ha ki
katnya, t11ju au para pihak lcr· 
kait itu adalah sama, yai lu 
melahirkan undang-uuJang 
tentang pemberdayaan UI\1KM 
yang akomodatif scjalan tl.
ngan perkem bangan kemaj lt<tn 
ekonomi bangsa Indonesia d.ut 
lingkungan stratcgis kt• dep<.lll. 

Penulis pe111erha1i, wukus1 
UKM dan koperasi, dan clust:n_ 
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Oleh SUWANDI 

R ANCANGAN Un
dang-Undang · Usaha 
Mikro, Kecil, dan Mc

nengah (RUU UMKM) mema
yungi pemberdayaan bagi tiga 
kelompok usaha yang berbeda 
karakteristiknya. Oleh karena 
itu, dalam RUU UMKM kita 
menyimak adanya pola peng
aturan yang didasarkan kebu
tuhar. yang bersifat umuiJI (sa
ma) menyangkut seluruh pela
ku usaha, tetapi juga ada perig
aturan pemberdayaan yang di
dasarkan kebutuhan spesifik ka
rakter masing-masing UMKM. 

Dalam konteks ini, RUU 
UMKM telah berada pada ja
lur pengah1ran yang benar, ia
lah dengan tidak menyamara
takan perlakuan pemberdaya
an kepada usaha mikro, kecil, 
dan menengah. Walaupun ha
rus.diakui memang tidak mu
dah memberikan perlakuan 
peng~turan berdasarbn slot 

atau kelompok karakteristik 
usaha mikro, usaha kecil, dan . 
usaha menengah tersebut. 

Adanya perlakuan spesifik 
dalam pengaturan pemberda
yaan, membawa konsekuensi 
pemikiran tentang bagaimana 
sebaiknya pendekatan pem
berdavaan UMKM hams difo
kuska·n. Dalam banyak diskusi 

pembahasan draf RUU 
UMKM yang saya ikuti, sam
pailah pada suatu kesimpulan 
bahwa karen a jati diri tiap-tiap 
pelaku usaha mikro, usaha ke
cil, dan usaha menengah itu 
jelas berbeda, fokus pendekat
an pemberdayaannya pun se
patutnya tidaklah sama. 

Usaha mikro (UMi) meng
ingat jumlahnya yang ban yak 
(meliputi lebih 90% dari jum
lah usaha kecil) . Sebarannya 
juga luas menjangkau seluruh 
pelosok negeri, baik di kota 
ma•Jpun di desa dan sifatnya 
yang mudah untuk masuk se
bagai wirausaha skala mikro 
a tau sebaliknya mudah untuk 
keluar dari bisnis, usaha skala 
mikro itu memerlukan pcnde
katan pemberdayaan yang fo
kus pada bentuk: (1) Keberpi
hakan, (2) Berorientasi untuk 
pemecahan masalah sosial 
e}<anomi masyarakat, (3) 
Mengakomodasi isu-isu keki
nian, sepe11i penanggulangan 
pengangguran , kemiskinan , 
pemutusan hubungan ke1ja 

(PHK), penyetaraan gender, 
kesenjangan antardaerah/ka
wasan, keadilan penguasaan, 
dan akses kepada sumber daya 
produktif. 

Usaha skala kecil yangjum
lah sesungguhnya kurang dari 
10 persen dmi totalusaha mik
ro dan kecil (UMK) pun perlu 
didekati dengan fokus pem
berdayaan sebagai upaya (1) 
Mendorong Sllrviual di tengah 
persaingan yang pada fak'tanya 
sangat ketat dan kurang sehat, 
(2) Investasi dan kesediaan 
menanggung risiko, (3) Pe
numbuhan kemandirian, (4) 
Kemampuan menjangkau dan 
berkiprah di pasar. . 

Pada skala usaha mene
ngah, meskipun jumlahnya se
dikit, peranannya vital untuk 
menjadi jangkar pemberclaya
an usaha mikro-kecil (UMK) 
dan kerja sama kemitraan de
ngan usaha b~;sar (UB). Untuk 
itu, pendt:katan pembcrdaya
an usaha mencngah (UM) sa
ngat tepat fokus pad a ( 1) l'c
ningkatan invcstasi dan per-

tumbuhan, (2) Advokasi dan 
konsultasi, (3) Mengembang
kan pasar ekspor. 

Beberapa pasal dalam RUU 
UMKM yang dicontohkan se
bagai pengatura~1 mengguna
kan pola pikir keberpihakan 
terhadap usaha mikro-kecil, 
yaitu Bab IV tentang Pembia
yaan dan Penjaminan (Pasal 
20, 21, 22, dan pasal 23). Se
mentara pasal 24 tentang 
pembiayaan usaha menengah 
adalah contoh tentang perla
kuan spesifik terhadap kebu
tuhan pemberdayaan usaha 
menengah. 

Pengaturan tentang kemit
raan pada pasal 25 sampai pa
sal37 mempakan bentuk per
lakuan yang berlaku menyelu
ruh, baik bagi usaha mikro
kecil maupun usaha mene
ngah. Sedangkan Bab III ten
tang kriteria merupakan ben
tuk perlakuan spcsifik bagi 
usaha mikro (pasal s. ayat [1), 
hmuf a), bagi usaha kccil (pa
sal 5. ayat l tl huruf u), dan 
prrlakuan pcmbcrdayaan spe-

sifik usaha menengah (pasals, 
ayat [1) huruf c). 

Begitu seterusnya bahwa 
RUU UMKM itu memang di
rancang secara sistematik 
(meskipun belum sempurna), 
dengan perlakuan pengaturan · 
yang khas, di mana ada bagi
an pasal-pasal yang mengatur 
untuk seluruh UMKM dan 
ada bagian pengaturan yang 
berlaku khusus/spcsifik bagi 
masing-masing usaha mikro, 
usaha kecil, dan usaha mcne
ngah. 

Demikian pula mttode 
pendekatan pemberdayaan 
UMKM yang didekati secara 
berbeda. Semua itu menam
bah keyakinan kita bahwa 
RUU UMKM ini (dengan se
gala kekurangannya) telah 
menyerap apa yang menjadi 
harapan-harapan masyarakat 
dengan lebih realistis dan 
berkeadilan. (Habis)*** 

Penulis. Konsultan SBCD, 
Praktisi koverasi dan UKM, 
Dosen · 


